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ABSTRAK 

Dona Salwa. 2022, Pencatatan Nikah Berdasarkan Penetapan Isbat Nikah Di 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan Pasca Lahirnya 

Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, Program Studi Hukum 

Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Dosen Pembimbing (I) Dr. Hj. Gusti 

Muzainah, S.H, M.H, (II) Diana Rahmi, S.Ag, M.H 
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Pelaksanaan pencatatan terhadap pernikahan yang telah memiliki penetapan 

isbat nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan menghadapi 

permasalahan pasca lahirnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Hal terjadi 

kepada pernikahan sirri yang dilakukan di bawah umur menikah sebagaimana 

ketentuan pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Semenjak bulan Juni tahun 

2020, KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan melakukan penolakan terhadap 

pelaksanaan penetapan isbat nikah terhadap pernikahan yang terjadi di bawah 

batasan umur menikah. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pencatatan pernikahan 

berdasarkan penetapan isbat nikah di KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan pasca 

lahirnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, serta mengetahui faktor-faktor 

yang melatarbelakangi serta akibat hukumnya. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif 

kualitatif, serta dilakukan dengan pendekatan yuridis empiris. Subyek penelitian ini 

adalah Kepala KUA serta Penghulu KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan. Serta 

objek penelitian ini terkait dengan pencatatan pernikahan berdasarkan penetapan 

isbat nikah di KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan pasca lahirnya Undang-

undang Nomor 16 Tahun 2019. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penolakan pelaksanaan isbat nikah 

yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan pasca lahirnya Undang-

undang Nomor 16 Tahun 2019 dilatarbelakangi perkawinan terjadi saat kedua pihak 

berusia di bawah batas usia menikah, Maraknya terjadi praktik nikah siri  di bawah 

umur, Putusan isbat nikah dianggap cacat hukum, serta terjadinya kesulitan dalam 

pelaksanaan pencatatan di aplikasi SIMKAH. Penolakan tersebut juga diiringi 

dengan arahan  untuk melaksanakan akad nikah ulang dan pencatatan nikah 

dilakukan kepada akad nikah ulang, sehingga membuat penetapan isbat nikah yang 

ditetapkan oleh pengadilan agama menjadi sia-sia, walaupun di satu sisi KUA telah 

melampirkan penetapan isbat nikah tersebut di dalam akta nikah dengan tanggal 

pernikahan yang baru. Hal tersebut juga berakibat tidak tercapainya tujuan hukum 

untuk tercapai keadilan serta kemaslahatan. 




